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ABSTRAK

Muhammad Saifullah, 2025. “Kewenangan Presiden Dalam Penetapan
Perppu dan Peran Mahkaham Konstitusi serta Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam Prinsip Check And Balance Berdasarkan Pasal 22 UUD 1945~
Skripsi, Pembimbing :DR. H. Anwar Hafidzi, Lc, Ma. Hk, Pada Program
Studi Hukum Tatanegara ( Siyasah), Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: Perppu, Kewenangan Presiden, Check and Balance, Dewan
Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan Presiden
dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) serta menilai mekanisme pengawasan oleh DPR (Dewan Perwakilan
Rakyat) dan MK (Mahkamah Konstitusi) dalam kerangka prinsip checks and
balances.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis melalui
ketentuan Pasal 22 UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur
hukum tata negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden
menerbitkan Perppu sebagai kewenangan darurat tidak bersifat absolut,
karena dibatasi oleh parameter “kegentingan yang memaksa” dan dikontrol
melalui dua mekanisme pengawasan, yaitu kontrol politik oleh Dewan
Perwakilan Rakyat melalui persetujuan atau penolakan Perppu dan kontrol
yudisial oleh Mahkamah Konstitusi melalui pengujian konstitusionalitas
sesuai dengan Pasal 24c UUD 1945. Keberadaan kedua mekanisme tersebut
berfungsi sebagai instrumen checks and balances untuk mencegah
penyalahgunaan kewenangan darurat dan menjaga prinsip negara hukum.
Oleh karena itu, efektivitas pengaturan Perppu sangat ditentukan oleh
pelaksanaan peran konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah
Konstitusi secara tegas, independen, dan berimbang dalam mengawasi
tindakan Presiden.
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MOTTO

“Dalam setiap keputusan, ingatlah bahwa kekuasaan bukan untuk
ditinggikan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan.”

(Muhammad Saifullah)
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Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri

vokal tunggal atau monoflog dab vokal rangkap atau difong.

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan
- A Fathah
- | Kasrah
Z U Dhammah

Kata sandang : Contoh (Js3V ) Al-rijal bukan Ar-rijal, (¢'32)) Al-

diwani bukan Ad-diwani
Misalnya, Kata (3)s5<al)) Tidak ditulis Adh- dharurah

melainkan Al- Dharurah, Demikian yang lainnya.

Syidah :

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara berikut.



Tanda Vokal Arab Tanda vokal Latin Keterangan
¢ - Ai adan i
5- Au adanu

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab
dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut :

Tanda VVokal Arab Tanda VVokal latin

Keterangan

L a a dengan topi diatas
= 1 i dengan topi diatas
» i u dengan topi diatas

3. Kata sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah
maupun huruf:: kamariah. Contoh: al-rijal bukan ar-rijal, al-diwan bukan ad-
diwan.

4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda (- ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf,
yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi,
hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak
setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya
kata(s_s =) tidak ditulis addhariirah melainkan al-dhartrah, demikian

seterusnya.
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5. Ta’ marbiithah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbdthah terdapat
pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi
huruf /n/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta
marbdthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika
huruf ta marbGthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut
dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No. Kata Arab Alih Aksara
1. 48,k Tharigah
2. LY adall Al-jami’ah al-Islamiyyah
3. 23A301 8335 Wahda al-Wujid

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti
ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk
menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama
diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal atau kata sandangnya. Contoh: alGhazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari
bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia(PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini,
misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal
(bold). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka
demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh
yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan

meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis

xii



Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimban;

Nuruddin al-Raniri, tidak NOr al-Din al-Ranfri

7. Cara penulisan kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi /), kata benda (ism), maupun huruf
(harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas
kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab Alih Aksara
QG Caa dzahaba al-ustadzu
PRV tsabata al-ajru
4 jlaall A8 Al al-harakah al-‘ashriyyah
AN Al Yy G g asyhadu an la ilaha illa Allah
cllall Ella (1Y 34 mawlana malik al-shalih
A & yu'tsirukum Allah
Claall Haldaal) al-mazhahir al-‘agliyyah
e Uil A hub al-istithla’
VAl (e de Fiad) sl al-maddah al-mashn{’ah min al-
hayawan
ol dasha tharfn al- ayni'
Lalul al-musahamah
&k Sl (a man salaka tharigan
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